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IKHTISAR

Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Perspektif Mazhab Syafi’i Studi
Kasus Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal. Pada dasarnya Al-fjarah (sewa menyewa)
merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun sering
kali masyarakat dalam melaksanakan transaksi Jarah keluar dari aturan-
aturan yang diterapkan dalam syariat. Salah satu contohnya adalah adanya
penyediaJasa Mini Bus Travel yang melakukan penambahan biaya ongkos
dari harga tiket di Kelurahan Panyabungan Ilyang apabila penumpang
melakukan sewa-menyewa dengan pihak jasa mini bus travel mereka
melakukan penambahan biaya ditengah perjalanan. Menurut Mazhab Syafi’i
penambahan biaya dari harga tiket merupakan perbuatan zhalim dan
termasuk dalam gharar (penipuan) karena merugikan pihak lain sehingga
merusak syarat dan rukun jarah. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin
mengetahui apa yang melatarbelakangi pihak travel melakukan transaksi
demikian, apa hukum penambahan biaya tiket mini bus, dan apa hukum
transaksi yang dilakukan masyarakat di atas perspektif Mazhab Syafi’i. Untuk
menjawab secara rinci penulis telah melakukan penelitian ditempat terjadinya
transaksi tersebut yaitu di Kelurahan Panyabungan II. Adapun jenis penelitian
yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian
hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang
terjadi dalam masyarakat. Bahkan hukum yang didapat akan dianalisa dan
dipaparkan dengan teknik deskriptif kualitatif. Sedangkan instrumen atau
metode pengumpulan bahan hukum vyang penulis gunakan adalah
wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil dokumentasi dan wawancara yang
penulis lakukan di Kelurahan Panyabungan II, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa yang melatarbelakangi kegiatan tersebut adalah faktor
ekonomi, dan hukum akad tersebut boleh, dan hukum penambahan biaya
dari harga tiket diharamkan dan terjadinya pemaksanaan sehingga merugikan
pihak lain atau bertentangan dengan syariat Islam karena transaksi tersebut
termasuk transaksi gharar (penipuan) dan dilarang. Mazhab syafi’i dalam hal
ini melarang akan penambahan biaya tiket mini bus travel karena adanya
pemaksanaan terhadap penumpang dan merugikan para penumpang
sehingga sewa menyewa tersebut tidak sah.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sarana transportasi saat ini semakin pesat, hal ini

ditandai dengan bertambahnya alat transportasi khususnya pada jasa

angkutan umum. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu

sama lain, manusia tidak terlepas dari bantuan dari manusia-manusia lainnya

yang hidup saling bermasyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial

yang saling membutuhkan ini menimbulkan kewajiban dan hak antar sesama

manusia.’

Dengan adanya jasa transportasi umum yang semakin bertambah,

maka mempermudah masyarakat untuk berpergian dari satu tempat

ketempat yang lain. Salah satunya adalah mini bus travel yang digunakan

masyarakat untuk berpergian antar kota maupun daerah.

Mini bus travel ini memiliki keuntungan dari transportasi lainnya

seperti para penumpang akan di antar jemput. Usaha mini bus

travelmemberikan jasa-nya kepada penumpang dimana jasa supir ini yang

2 Muhammad, Pemikiran Ekonomi Islam, cet |, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 42.



kita sewa dan penumpang hanya memberikan tiket, dimana tiket tersebut
sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan transaksi dengan mini bus travel.
Hubungan antara mini bus traveldan pelanggan adalah hubungan hukum
yang terjadi karena perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak. Perjanjian sama
dengan akad atau transaksi yang dimana disepakati oleh kedua belah pihak
untuk melangsungkan transaksi tersebut.’

Dalam KUH Perdata Pasal 1313 dikatakan bahwa, suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.* Hubungan kontrak antara mini
bus travel (produsen) dengan masyarakat (konsumen) telah dituangkan dan
diatur dalam sebuah perjanjian sewa menyewa tiket mini bus travel. Di dalam
perjanjian sewa-menyewa tiket mini bus travel tersebut jelas nampak bahwa,
konsumen hanya wajib memberikan upah sesuai tiket yang tercantum dalam
karcis setiap melakukan sewa-menyewa pada mini bus travel. Mini bus travel

sebagai penyedia jasa kepada para penumpang dengan memberikan tiket

3Jaih Mubarok & Hasanuddin, Fikih Muamalah Maliyyah Akad-Akad Perjanjian,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), h. 39-40.

“Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313 Bab
Ke dua Bagian Ke satu, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 338.



sebagai bukti bahwa penumpang telah melakukan sewa menyewa di mana
harga tiket sesuai kesepakatan, namun pada kenyataannya penerapannya
tidaklah demikian, ada beberapa mini bus travel telah melakukan pungutan
lebih pada konsumen. Oleh karena itu hal tersebut juga melanggar ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 yakni pasal 7 huruf
b mengenai kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang
benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta
memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. °

Sedangkan kewajiban dari konsumen pada pasal 5 huruf a
adalahmembaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemanfaatan atau pemakaian barang atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan.

Dalam Islam dijelaskan bahwa upah sewa menyewa hanya terjadi
pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dan upah dijadikan penukar
manfaat yang di ridha oleh kedua pihak yang berakad. Jika penentuan biaya
dilakukan dengan memaksa pembeli menerima biaya yang tidak mereka

ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Pada prinsipnya

*Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan
Konsumen.



setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang
dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan

diantara mereka. Dalam Q.S Al-Jaatsiyah: 22, Allah berfirman:

- . . - B IR
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Artinya : dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar
dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya,
dan mereka tidak akan dirugikan.®
Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar
tidak saling menganiaya atau merugikan antar satu dengan yang lainnya.
Allah SWT juga memerintahkan manusia agar bersikap adil dan berbuat
kebajikan/kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang
perbuatan keji.

Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

®Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Al-Kaffah, 2012), h. 501.



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.’

Dalam hal ini adil adalah menggambarkan keseimbangan dan
keharmonisan. Nilai-nilai keadilan menuntut antara lain agar orang
memberikan kepada orang lain sesuatu yang menjadi haknya. Oleh karena
itu, dalam prinsip keadilan tidak terlepas dari dari keseimbangan antara hak
dan kewajiban.

Al-ljarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah
mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.
Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila
dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan vyang ditetapkan oleh Syara’
berdasarkan ayat al-Qur’an, hadist-hadi$ dan ketetapan ijma Ulama.

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan Ijarah berdasarkan

hadi$ sebagai berikut:

"Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemah,h. 278.
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Artinya: dari Ibnu Umar r.a, berkata : rasulullah SAW bersabda berikanlah
upah pekerja sebelum keringatnya kering (H.R Ibnu Majah).

Hadi§ tersebut menjelaskan tentang kewajiban menyegerakan
pembayaran upah para pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya, hadi$
tersebut mendorong agar manusia lebih menghargai karya dan keringat orang
lain dan jangan menyepelekan.

Dari hadi§ di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk
membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dalam hal ini juga
dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah
mengupah.

Dalam kaitannya dengan hal diatas, Ulama Syafi'iyah tidak
dibenarkan adanya penambahan biaya dari harga karna ia merupakan
kezaliman dan tindakan kezaliman diharamkan.

Kejadian dilapangan tentang penambahan biaya dari hari harga tiket

mini bus travel adanya ketidaksesuai dengan perjanjian tersebut sehingga

8lbnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 5, (Beirut : Dar al-Sha’bit, t.t.), h.128.



sangat merugikan konsumen. Dimana jasa mini bus travel di Kelurahan

Panyabungan II ini membebani konsumen dengan menambahkan biaya

pada tiket yang dimana tiket yang telah ditentukan Rp. 170.000,- dengan rute

panyabungan-medan dan sebaliknya, akan tetapi pihak mini bus travel

tersebut telah melakukan pelanggaran dan telah membuat penambahan

biaya besarnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada para penumpang

sehingga para penumpang merasa dirugikan dan dizholimi.

Setelah Penulis mewawancarai pihak pengelola travel mengatakan

bahwa biaya tambahan tersebut sebelumnya belum atau tidak tertuang dalam

karcis tiket. Penambahan biaya tersebut dilakukan ketika di peristirahatan dan

diperjalanan dimana supir meminta kepada para penumpang atas

permintaan dari Pengelola Travel. Dengan maksud tambahan tersebut

digunakan untuk keperluan biaya masuk tol dan biaya supir ganti, dan jika di

dalam karcis kami buat maka para penumpang akan lari ke travel yang

lainnya. Sehingga kami hanya memungut saja dan tidak menambahkannya

kedalam karcis tiket tersebut.

Ada beberapa penumpang yang penulis wawancara salah satunya

Saudari Abridah menjelaskan bahwa penambahan biaya tersebut diminta



ketika di tengah perjalanan dengan alasan biaya tol dan biaya supir ganti,
saya sangatdirugikan atas kejadian tersebut dan penambahan biaya itu tidak
sesuai dengan yang tertera pada karcis mini bus travel atau tidak sesuai
dengan perjanjian diawal.’Oleh karena itu penerapan biaya yang dilakukan
Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II tidak sesuai dengan peraturan
yang ada dan menyalahi aturan hukum Islam karena terdapat unsur gharar
(penipuan), riba dan pemaksaan terhadap penumpang sehingga akad
ataupun sewa menyewa tersebut menjadi tidak fasid (rusak).

Sayyid Sabiq mengemukakan Jjarah adalah :

Oyt ) o s 32 51 g9 1 o Aiis Gyl
Artinya: ljarah diambil dari kata AX-Ajr yang artinya fwadh (imbalan), dari
pengertian ini pahala (#sawab) dinamakan ajr (upah/pahala).
Svarat sahnya akad ljarahmenurut pendapat Sayyid Sabiq ada enam,

yaitu masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa,

°Abridah, Penumpang Travel Di Kelurahan Panvabungan [I Keacamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara, Tanggal 15 Oktober 2019.

9Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah, Juz 3, Cet. Ke-Ill, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 198.



apabila perjanjian sewa menyewa ada unsur keterpaksaan, maka tidak sah.

Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat an-Nisa’ ayat 29:!

of ¥ Pl =ity Sl et 1,8 il Gl
d P Py
35 Y3 (&“ =1 b 85 TS
) Low

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah

adalah Maha Penyayang kepadamu.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang pengertian ljarah yaitu:

Cagre psm B L Y1y JLU ALG Lo ghas B3 5uas Badis Jo As
Artinya : akad atas suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan

boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.

"Departemen Agama Rl, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Al-Kaffah, 2012), h. 84.

2\Wahbah az- Zuhaili, Al- Figh al- Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar atFikr, 1997),
h.732.



Menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa syarat sah Jarah

berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu

sendiri. Diantara syarat sah akad Jjarah adalah sebagai berikut:

1. Kerelaan kedua pelaku akad

2. Hendaknya objek akad vyang disewakan dapat diketahui

manfaatnya, diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata

maupun syara’.

4. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ljarah dibolehkan secara

syara’.

5. Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi

penyewa sebelum akad ljarah

6. Orang vyang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari

pekerjaannya

7. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan bisa dicapai melalui

akad [jarah.

Adapun syarat sah ujrah (upah) menurut Wahbah Az-Zuhaili ada dua

macam vaitu sebagai berikut:



a) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui,
syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah
dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Dasar hukum
disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah “barang
siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu
upahnya”.

b) Upah tidak berbentuk manfaat dan sejenis dengan ma ‘quud alaih
(objek akad), upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan
ma 'quud alaih (objek akad). Para mu ajir harus memberi upah
kepada musta jir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan
musta jir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Ada beberapa hal vyang perlu mendapat perhatiandalam

melaksanakan aktivitas ljarah, yaitu :*

1) Pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas
kemauansendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidak

boleh dilakukanakad ljarah oleh salah satu pihak atau keduanya

BSyafi’l Jafri, Figih Muamaah, (Jakarta: Susqa press, 2008), h.54.



atas dasar keterpaksaan,baik ketepaksaan itu datangnya dari

pihak-pihak yang berakad atau daripihak lain.

Dalam melaksanakan akad tidak boleh adanya unsur penipuan,

baik yangdatangnya dari mu’ajjir; ataupun datang dari musta’jir .

Banyak ayatataupun riwayat yang Dberbicara tentang tidak

bolehnya berbuat khianatataupun menipu dalam berbagai

lapangan kegiatan, dan penipuanmerupakan suatu sifat yang amat

dicela agama.

Dalam hal ini, keduapihak yang melakukan agad ljarah pun

dituntut untuk memilikipengetahuan yang memadai tentang objek

yang mereka jadikan sasarandalam ber’ljarah, sehingga antara

keduanya tidak merasa dirugikan atautidak mendatangkan

perselisihan dikemudian hari.

Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan

realitas,bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang

seperti ini, makaobjeknya yang menjadi sasaran transaksi dapat

diserahterimakan, berikutsegala manfaatnya.



4) Manfaat dari suatu Yang menjadi objek dari suatu transaksi [jarah
mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.
Iniberarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa
menyewa atauperburuan terhadap sesuatu perbuatan yang
dilarang agama, seperti tidakboleh menyewakan rumah untuk
perbuatan maksiat.

5) Pemberian upah atau imbalan dalam ljarah mestilah berupa
sesuatu yangbernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang
bertentangan dengankebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini
imbalan ljarah bias saja berupamateril untuk sewa rumah
seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaandan perawatan
sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukanatas dasar
kerelaan dan kejujuran.'*

Menurut Imam Tagiyuddin An-Nabhani dalam kitab An-Nidzam Al-

Igtishady Fi Al-Islam menjelaskan tentang dasar upah yang diberikan :

o bdsdl de Jladl jerl slal do agly Bladl Ol J) dised ¥ e
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“Helmi Karim, Figih Muamalah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), cet. Ke- 1,
h.36.
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Artinya : Upah tidak didasarkan pada kebutuhan hidup. la didasarkan atas
upah pekerja pada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja
dengan perkiraaan ahli terhadap jasa tersebut di tengah
masyarakat. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah
yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah
belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka

upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan.
Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-

Muhadzdzab disebutkan bahwa:
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Artinya: Karena sesungguhnya syarat dalam objek sewa-menyewa itu
hendaklah merupakan sesuatu yang suci lagi bermanfaat dan
apabila terdapat najis maka tidak dibolehkan sewa-menyewa
atasnya, dan juga tidak boleh mengambil ganti darinya.

Penambahan besaran upah yang diberlakukan oleh pihak penyedia

jasa terhadap penumpang hanya berdasarkan kebijakan sepihak. Dalam hal

BTagiyuddin An-Nabhani, An-Nidzam Al-Igtishady Fi Al-Islam, Juz VI(Beirut: Dar
Ummabh, 1953), h.108.

°An-Nawawi, Al-Majmu’ Svarh Al-Muhadzdzab, Juz XV (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000),
h.311.
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ini yang mengambil kebijakan tersebut adalah pihak penyedia jasa. Dan

biasanya penambahan upah jasa tersebut tidak disampaikan di awal ketika

akad perjanjian berlangsung, akan tetapi disampaikan di akhir ketika

pengerjaan telah selesai. Penetapan upah bagi para tenaga kerja haruslah

mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek

kehidupan, sehingga dalam pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam

menerima upah lebih terwujud. Pemberian upah hendaknya berdasarkan

akad perjanjian kerja antara penumpang dan penyedia jasa yang telah

disepakati bersama. Dengan demikian penambahan biaya itu dilarang dan

tidak boleh dilakukan apabila berisi kezhaliman dan tidak dibutuhkan

masyarakat sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukumnya

haram.

Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i penulis menggiyaskan dengan

pihak mini bus travel berdasarkan dalil diatas melarang perbuatan mengambil

sesuatu yang bukan haknya, dan melarang perbuatan penambahan biaya

sewa dari kesepakatan karena menimbulkan kerugian dan seharusnya

mereka tidak boleh membebankan konsumen dengan melakukan

penambahan biaya terhadap harga tiket tanpa adanya keridhaan dari



konsumen. Apalagi tambahan pada biaya berlaku tanpa adanya

pengecualian dan mengambil tambahan beban harga tersebut diatas harga

yang sewajarnya.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih dalam lagi dalam bentuk

karya tulis skripsi yang penulis beri judul: “HUKUM PENAMBAHAN

BIAYA TIKET MINI BUS PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'l (STUDI

KASUS TRAVEL DI KELURAHAN PANYABUNGAN 1I

KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING

NATAL)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan penulis

bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek penambahan biaya tiket mini bus travel di

Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten

Mandailing Natal ?



2.

Bagaimana pandangan Pengguna jasa mini bus travel terhadap
praktek penambahan biaya tiketdi Kelurahan Panyabungan I
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

Bagaimana hukum penambahan biaya tiket mini bus travel perspektif

Mazhab Syafi’i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah

diatas adalah :

1.

Untuk mengetahui praktek penambahan biaya tiket mini bus travel di
Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal

Untuk mengetahui pandangan pengguna jasa mini bus travel terhadap
praktek penambahan biaya tiket di Kelurahan Panyabungan II
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Untuk mengetahui hukum penambahan biaya tiket mini bus travel

perspektif Mazhab Syafi’i



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yanag akan dilakukan, kiranya penelitian ini

dapat berguna untuk :

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan

pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan

muamalah tentang hukum penambahan biaya tiket mini bus travel.

Hal ini bisa dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah

keilmuwan, baik dalam ruang lingkup diskusi atau kajian ilmiah yang

ada.

2. Kegunaan praktis

a. Kegunaan Praktis dari penelitian ini dapat dijadikan bahan

pertimbangan untuk lebih memperhatikan hukum penambahan

biaya sesuai dengan hukum Islam yang berlangsung di loket mini

bus travel Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal.



b. Penelitian ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan gelar SH
(sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan llmu Hukum Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara.
E. Batasan Istilah
Agar pembahasan ini tidak menyimpang, maka dalam penulisannya,
penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penambahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses,
cara, perbuatan menambahkan. Dalam hal ini Penambahan yang
dimaksud dalam Skripsi ini adalah suatu penambahan biaya tiket yang
terjadi di Mini Bus Travel.

2. Biaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang
dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan
sebagainya) sesuatu, ongkos, belanja dan pengeluaran. Dalam hal ini
Biaya yang di maksud dalam Skripsi ini adalah uang yang dikeluarkan
untuk pembayaran ongkos atas penggunaan jasa Mini Bus Travel oleh
penumpang.

3. Tiket Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalahkarcis kapal,

pesawat terbang, dan sebagainya. Dalam hal ini Tiket yang di maksud



dalam Skripsi ini adalahsurat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda

telah membayar ongkos untuk naik Mini Bus travel.

4. Mini Bus Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kendaraan

bus yang ukurannya lebih kecil dari bus pada umumnya sehingga

jumlah penumpang yang dapat diangkutnya juga lebih sedikit. Dalam

hal ini Mini Bus yang di maksud dalam Skripsi ini adalah Mini Bus

Travel yang mana hanya menampung sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh)

orang penumpang dan mini bus yang memiliki trayek atau perjalanan

dari Panyabungan — Medan dan sebaliknya.

F. Kerangka Teoritis

Lafal Jjarahdiambil dari kata ajara yang berarti upah (ganti), oleh

karena itu pahala disebut juga dengan istilah al-ajradapun dalam istilah

syariat sewa menyewa adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya

ganti (upah). Sewa menyewa (/jarah) merupakan di antara jenis muamalat

yang banyak dilakukan manusia, sebab manusia tidak bisa hidup tanpa

bantuan orang lain.

Secara bahasa Jarah berarti menjual manfaat. Sedangkan dalam

kajian Figh, Jiarah adalah kepemindahan kepemilikan fasilitas (manfaat)



dengan imbalan. Sebenarnya Jiarah ini merupakan bentuk muamalah yang
sangat bermanfaat bagi manusia, karena tingkat kemampuan suatu individu
itu berbeda. Sebab itu Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk
sosial agar dapat memenuhi dan mengisi kekurangan kepada sesamanya.
Namun dalam pelaksanaannya haruslah tetap berpegangan dengan prinsip-
prinsip syariah yaitu sesuai dengan hukum Islam dan tidak bolehbertentangan

dari Islam. Asy- Syargawi mendefinisikan Jiarah sebagai berikut:*’

potre o g dmdlly QA LB Ge slasg 8290k dndis e e
Artinya: suatu akad atas manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah karena
boleh dibuat dengan imbalan tertentu.

Umat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan
usaha hendaklah menjadikan Islam sebagai dasarnya dan keridhaan Allah
sebagai tujuan akhir dan utama, mencari keuntungan dalam melakukan
bisnis merupakan salah satu tujuan, tetapi jangan sampai mengalahkan
tujuan utama. Dalam pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk
beribadah kepada Allah, oleh karena itu bisnis dalam etika Islam harus

dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka, tidak

Abdullah ibn Hijazi ibn Ibrahim asy- Syarqawi, Hasvivah asy- Svargawi, Juz II
(Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 82.



dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kezaliman, menguntungkan satu
pihak diatas kerugian orang lain.

Menurut pendapat Abd Salam Arief, ada lima prinsip umum dalam
muamalat yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prinsip tidak diperbolehkan memakan harta secara batil

2. Prinsip saling rela, vyaitu menghindari pemaksaan yang

menghilangkan hak pilih seseorang dalam bermuamalah

3. Prinsip tidak saling merugikan yang membuat orang teraniaya.

4. Prinsip tidak melakukan penipuan (gharar).*®

Maksudnya adalah bahwa barang vyang disewakan dapat
diambilmanfaatnya sesuai dengan harga dan waktu yang telah ditentukan
oleh keduabelah pihak tanpa ada unsur paksaan. Setiap apa yang dapat
diambil manfaatnya dengan keadaan masih tetap bendanya, boleh
disewakan apabila manfaatnya dapat dipastikan dengan salah satu dari dua

hal vaitu dengan waktu atau dengan pekerjaan.*

8Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam,
(Yogyakarta: Ul Pess, 2000), h. 16.

YEuis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Grama Publishing, 1996),
h. 209.



Berdasarkan  objeknya  Jarahterdiri  dari:  Jarahdi  mana
objeknyamanfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dan
sebagainya, dan /Jjarah di mana objeknya adalah manfaat dari tenaga seorang
seperti jasa konsultan, pengacara, kru dan sebagainya.

Akad Jjarah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah akad Jarafyang
berkaitan dengan objek manfaat dari barang yaitu mobil yang disewa itu
digunakan untuk alat transportasi untuk berpergian ke tempat tujuan. Dalam
pelaksanaan penambahan biaya tiket mini bus dengan akad Jiarahada
kesenjangan antara teori atau makna sewa yang sebenarnya dengan
pelaksanaan sewa yang di Kelurahan Panyabungan II. Karena dalam kitab a/-
Fighu al-Islami Wa Adillatuh karya Wahbah Az-Zuhaili arti sewa itu adalah
jual beli manfaat bukan jual beli barang.

Akan tetapi jika tidak ada keterangan untuk apa penambahan biaya
tiket tersebut, maka sewa menyewanya dikatakan fasid atau rusak karena
manfaat mini bus travel itu berbeda sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Pandangan mazhab Syafi’i penambahan biaya tiket mini bus travel dalam
kegiatan sewa menyewa harus adil, jika upah sewa yang diberi tidak sepadan

maka hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukumnya haram.



G. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa
hukum penambahan biaya tiket mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tidak diperbolehkan
menurut Mazhab Syafi'i karena didalamnya mengandung unsur gharar
(penipuan), pemaksaan dan riba oleh karena itu tidak boleh mengambil harta
sesama dengan cara yang batil dan merugikan salah banyak pihak, semua
perbuatan tersebut hukumnya haram.
H. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang
diperlikan dalam bahasa ilmiah, agar pembahasan menjadi terarah, sistematis
dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.?

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode
penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata
dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat,

lapangan yang ada dikaitkan dengan materi penelitian kepustakaan untuk

DSutrisno Hadi, Metode Reseach, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, cet.
Ke-l, 1990), h. 4.



memperoleh data skunder dan penelitian lapangan (Field Research) yaitu
informasi dan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke
lapangan vyang berlokasi di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Populasi dan Sampel
Populasi penulisan ini adalah Mini Bus Travel di Kelurahan
Panyabungan Il Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
dengan jumlah populasi sebanyak 8 mini bus. Sampel yang ditetapkan secara
random dengan mengambil 5 mini bus travel.
3. Subjek dan Objek
Yang menjadi subjek penelitian adalah para pihak yang melakukan
akad ljarah terhadap mini bus travel. Sedangkan objek penelitian ini adalah
mini bus travel di Kelurahan Panyabungan Il Kecamatan Panyabungan.
4. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian
hukum ini adalah pendekatan sosiologi (sociological approach) dengan
mengamati gejala dan fakta yang terjadi dilapangan.Penelitian ini juga

menggunakan dua bentuk data dalam penelitian ini yang akan dijadikan



penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam
penelitian, Sumber data tersebut adalah:*
a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh
secara langsung dari obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini
diperoleh melalui wawancara langsung penulis kepada masyarakat Kelurahan
Panyabungan Il Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
tentang Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel.*Sumber data
primer vaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam
penelitian ini penulis mengambil sumber data primerdari kitab karangan
Imam Syafi'i (Kitab Al-Umm), karangan Mustofa Al-Bugha (Fighu Al-
Manhaji), karangan Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim (Fikih Sunnah),
karangan Taqiyuddin An-Nabhani (An-Nidzaamu Al-Iqgtishaady fi Al-Islaam),
karangan Imam Asy-Syirazi (a/-Muhadzdzab fi Madzhab syafi’i), dan berbagai

literatur pendukung lainnya.

ZBahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Maju 2008),
h.91.

2Joko P. Subagyo, Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1991), h. 87-88.
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b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan
sebagai pendukung dalam pokok atau dapat pula didefenisikan sebagai
sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau daya yang
dapat memperkuat data pokok.*

Sumber data sekunder yang terkait yaitu data kepustakaan, buku-
buku, dokumen dan yang berkaitan dengan penelitian judul skripsi ini
diantaranya karangan Wahbah Az- Zuhaili (A~ Figh al- Islami Wa
Adillatuhu), Figh Muamalah karangan Jaih Mubarok & Hasanuddin, Figh
Muamalah karangan Mardani, Figh Muamalah karangan Nasrun Haroen, dan
Figh Muamalah karangan Rachmat Syafe’i.

5. Lokasi
Adapun tempat yang menjadi objek penelitian adalah mini bus travel
di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten

Mandailing Natal.

BHusaini Usman, MetodePenelitianSosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73.



6. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara/Interview
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan
penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan Pedoman
Wawancara.?*
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui
dokumen-dokumen.”Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data
yang berkaitan dengan penambahan biaya biaya pada mini bus travel.
7. Analisis Data
Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas, maka
akan dilakukan analisis deskriptif (Analitical Disscription) terhadap data
tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih
mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk

menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik

%Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta :
Rineka Cipta, 2002), h. 202.

®Husaini Usman, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73.



mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini

bersifat induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk

merumuskan kesimpulan secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penelitian ini dapat

dikemukakan sistematika pembahasannya antara lain adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran,

Metodelogi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum : Pengertian ljarah dan Dasar Hukum Ijarah, Rukun

dan Syarat-Syaratljarah, Macam-Macam ljarah dan Berakhirnya ljarah. ljarah

fasid (rusak) menurut Mazhab Syafi’i

Bab I, Letak Geografis dan Demografis Kelurahan Panyabungan II

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal : Letak Geografis dan

Demografis, Mata Pencaharian, Pendidikan, Agama dan Adat Istiadat.

Bab [V, Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan

Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal :

Praktek Penambahan Biaya Tiket Pada Mini Bus Travel di Kelurahan



Panyabungan II, Pandangan Pengguna Jasa terhadap Hukum Penambahan

Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II, Hukum

Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II

Perspektif Mazhab Syafi’i, Analisa Penulis.

Bab V, Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG IJARAH
A. Pengertian dan Dasar Hukum lIjarah
1. Pengertian Ijarah
Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah
sewa menyewa vyang dalam figh Islam disebut /Jarah. Sewa menyewa
menurut bahasa berarti ajara yang berarti al- 7wad (ganti) oleh sebab itu afs-
tsawab (pahala) dinamai ajru yang berarti upah atau imbalan.

ljarah secara etimologi adalah diambil dari kata al-ajru (=%, al-

ajru memiliki dua makna yaitu pertama (! ds 324 5 <151y sewa dan imbalan

atas sebuah pekerjaan dan kedua (%1 upah.?Dalam figh sering disebut a/-

kira yang berarti sewa menyewa. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan sewa

menyewa menurut bahasa yaitu: i« & yang berarti menjual manfaat yaitu:

BMardani, Figh Ekonomi Svariah : Figh Muamalah, (Jakarta : Prenadamedia Group,
2012), h.247.
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Artinya: Sewa menyewa pada syara’ ialah akad atas manfaat yang dituju,
tertentu, bersifat mubah dan dapat diganti dengan imbalan tertentu.
Asy Syargawi menerangkan bahwa sewa menyewa adalah:®’
pobre o g Aty Juedl B Aeglang 82 guade dakis Jo s
Artinya: akad atas manfaat yang dituju, tertentu, dan mubah, dan dapat
diganti dengan imbalan tertentu.
Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang di maksud
dengan Jjarah adalah :

:hjfﬁngﬁmm

Artinya: pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dengan syarat-syarat.”

Berdasarkan defenisi di atas maka secara etimologi Jiarahadalah

imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu, maksudnya bahwa Jarah

%Wahbah az- Zuhaili, A- Figh al- Islami wa Adillatubu, (Beirut: Dar altFikr, 1997),
h.732.

“Asy Syarqawi, Asy-Syargawi a’la Svarh at-Tahrir. Juz 1I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),
h.92.

Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 115.



adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya
bukan bendanya. Oleh karena itu, jumhur ulama melarang menyewakan
pohon untuk diambil buahnya, mobil untuk diambil susunya, dan sumur
untuk diambil airnya. Sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.”
Secara terminologi pengertian Jarahadalah sebagaimana yang
dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:
1. Menurut Ulama Syafi’iyah
Pashe gosm Uty S ALG Do slasy S350k Bk Jo i
Artinya: suatu akad atas manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah karena
boleh dibuat dengan imbalan tertentu”.
2. Menurut Ulama Hanafiyah
P b prladll ol o 8350 daghas dadia kel kg Ak
Artinya: akad yang menjadikan milik manfaat tertentu, dituju dari bagian

imbalan si penyewa.

"IRachmat Syafe’i, Figh Muamalah,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122
"2Rhatib Asy-Syarbaini, Mughni Al-Muhhtaj juz Il , (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), h.449.

BAbdurrohman al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Madzahibi al-Arba’ah, Cet 1, Jilid IlI(Beirut:
Dar al-Kutub al-llmiyah, 2003), h. 86.



3. Menurut Ulama Malikiyah
Taiiadl 85 U b 2 gr Aaghns Bk dmLs 5 b pdlis ool oty e il Byl Y
Artinya: [jarah adalah akad yang menjadikan milik suatu kemanfaatan yang
mubah dalam waktu tertentu dengan imbalan selain sesuatu yang
bermafaat.

Dari beberapa pendapat Ulama dan Mazhab di atas tidak ditemukan
perbedaan yang mendasar tentang defenisi ljarah, tetapi dapat dipahami ada
yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap
benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya
imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

2. Dasar Hukum Ijarah

ljarah adalah salah satu jenis sewa-menyewa yang diperbolehkan
dan dibenarkan oleh syariah yang mempunyai landasan al-Quran dan al-
hadi$, antara lain:

1. Al-Quran

Firman Allah dalam Al- Qur’an surat Qs. Al-Bagarah ayat 233:

"Abdurrohman al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Madzahibi al-Arba’ah, Cet 1, Jilid I1h. 88.
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Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut...”

Ayat ini menerangkan bahwa seseorang itu boleh menyewa orang
lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum
terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

Firman Allah dalam Al- Qur’an surat Surah at-Talaq ayat 6 :

5./;131 5;7ﬁ/5;)j”g;§ ?,{ JU"""'K“W& })ig:«f

Hgraof o Gl i 5o S5 1,4l g2 eyl 2
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Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

"Departemen Agama RIl, Alquran dan Terjemahan, (Jakarta: Bintang Indonesia,
2011),h. 38.



mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Firman Allah dalam Al- Qur’an surat Qs. Al- Qashash ayat 26 :

de

d 3 L _%_t . ¢ 2 -1 /{_/ A o > 7.4
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Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah

ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)

ialah orang vang kuat lagi dapat dipercaya".”’

2. Al-Hadis

% e 2 5 2 ,/é e ] s ¢ a;‘i o < Lo ol A .0 % L Lo :3&/
A (8 I 85 8 LA (e as (e alia Ups (ugh () el SUS
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"Departemen Agama R, Alquran dan Terjemahan, h.560.

"Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h.389.
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah

M

o

Q

mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ma'mar dari Az
Zuhriy dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha:
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa
seorang dari suku Ad-Dil kemudian dari suku 'Abdi bin 'Adiy
sebagai petunjuk jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk
perjalanan yang sebelumnya dia telah diambil sumpahnya pada
keluarga Al 'Ash bin Wa'il dan masih memeluk agama kafir
Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan
keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di
gua Tsur setelah perjalanan tiga malam. Lalu orang itu
meneruskan perjalanan keduanya waktu shubuh malam ketiga,
maka keduanya melanjutkan perjalanan dan berangkat pula
bersama keduanya 'Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalan suku
Ad-Diliy tersebut. Maka petunjuk jalan tersebut mengambil jalan
dari belakang kota Makkah vyaitu menyusuri jalan laut.
(HR.Bukhari)

Dalam hadi$ lain disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rasullah SAW
bersabda :

5 43 30 2 il oy adle b Lo alh J25 36 06 1 o b ue 2

" (drlacp) olgy YAB3E i

"®Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut : Dar al-Sha’bit, t.t.), h.926.

"*Imam Bukhari, Shahih Bukhari, h.926.



Artinya : dari Ibnu Umar r.a, berkata : bersabda rasulullah SAW berikanlah
upah pekerja sebelum keringatnya kering (H.R Ibnu Majah).

Dari hadi$ di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk
membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dalam hal ini juga
dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah
mengupah.

3. ljma

Selain Al-Qur’an dan sunnah, dasar hukum Jarah adalah Ijma’.
Sejak zaman sahabat sampai sekarang Jjarah telah disepakati oleh para ahli
hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal
tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam
kenyataan kehidupan sehari- hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa
mobil yang tidak dipakai. Ada orang yang tidak memiliki angkutan perjalanan
bisa memakai mobil orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu
tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati

bersama, tanpa harus membelinya.®

8Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 320.



Tujuan disyariatkannya sewa menyewa adalah untuk memberikan
keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Transaksi sewa menyewa
kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.®® Dengan demikian jelas
bahwa akad Jarah atau sewa menyewa hukumnya diperbolehkan, walaupun
ada pendapat yang melarang sewa menyewa (/Jjarah).

B. Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah
1. Rukun Jiarah

Menurut Syafi’i rukun Jjarah yaitu ijab dan gabul antara mujir dan
mustajir tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak yang berakad
(transaksi).®

Menurut Jumhur Ulama rukun Jjarah ada empat, yaitu :*

1) Ada orang yang berakad (penyewa dan pemberi sewa)

2) Ada shighaf(lafal ijab dan gabul)

3) Ada objek transaksi (manfaat)

81Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 216.

8lmam Svafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, terjemahan Abu Abdullah Muhammad bin
Idris, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 3, h. 35

8Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.



4) Ada imbalan atau upah.
Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara sebagai berikut:**
1. ‘Aqgid ( Dua orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad sewa menyewa ada dua yaitu
mu jir (orang yang menyewakan dan yang memberikan upah) dan musta jir
(orang yang menerima upah dan yang menyewa sesuatu). Untuk kedua
belah pihak yang melakukan akad disyaratkan harus memiliki keahlian atau
kemampuan, vaitu : kedua-duanya berakal dan dapat membedakan mana
yang baik dan mana yang buruk. Jika salah seorang yang berakad itu gila
atau anak kecil yang belum baliq, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

2. Sigat (ljab dan Qabul)

Sigat ialah ijab dan gabul, ijab adalah permulaan penjelasan

yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya

dalam mengadakan akad. Adapun gabul adalah perkataan yang keluar dari

pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab dan gabul

8Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, h. 125.



dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian

atau berupa perbuatan yang menjadi kebiasaan ijab gabul.

3. Ujrah (upah atau imbalan)

Yang dibuat akad yaitu ada dua macam yaitu: ada uang untuk

membayar (upah) dan ada barang yang dimanfaatkan. Adapun syarat-syarat

upah, yaitu:

a. Sudah jelas/ sudah diketahui.

b. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan

barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka

uang sewanya juga harus lengkap.

4. Manfaat

Syarat sahnya manfaat yang mengharuskan adanya upah, yaitu:

a. Hendaknya manfaat itu bisa dihargai seperti menyewa hewan

untuk dinaiki, atau menyewa rumah sebagai tempat tinggal.

b. Hendaknya manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh si penyewa.

Keabsahan Ijarah sangat berkaitan dengan ‘agid (orang yang

berakad), ma’‘qud ‘alaih (barang yang menjadi objek akad), ujrah (upah), dan



zat akad (nafs al- ‘agad).®®
2. Syarat-Syarat Jjarah
Syarat sahnya akad Jjarah menurut pendapat Sayyid Sabiq ada enam,
yaitu:
1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa,
apabila perjanjian sewa menyewa ada unsur keterpaksaan, maka tidak

sah. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat an-Nisa’ ayat 29:

| il iz Sl et G 1 2l (s
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Artinya: Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.®

8Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatubu, teriemahan Abdul Hayyid dkk, (Dar
alFikr, Depok, 2011), h. 389.

*Departemen Agama Rl, A/-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Al-Kaffah, 2012), h. 84.



2. Mengetahui manfaat obyek yang diakadkan dengan sempurna,

maksudnya adalah menjelaskan manfaatnya ijarah untuk mencegah

terjadinya perselisihan dikemudian hari, dengan jalan menyaksikan

barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini

dilakukan termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa

berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

3. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan

peruntukannya, maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu

harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan

kegunaan barang tersebut, apabila barang tersebut tidak dapat

digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa

menyewa tersebut batal.

4. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan dipergunakan secara

langsung dan tidak bercacat begitupun dengan kegunaannya

(manfaatnya). Misalnya menyewakan binatang sebagai alat

pengangkutan yang lumpuh, hal ini tidak sah karena binatang

tersebut tidak dapat mendatangkan manfaat.



5. Manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan, perjanjian
sewa menyewa barang yang manfaatnya tidak diperbolehkan oleh
ketentuan agama adalah tidak sah, misalnya perjanjian sewa
menyewa rumah, yang mana rumah itu digunakan untuk menjual
minuman keras dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang ljarah,
baik benda ataupun orang untuk dipergunakan maksiat.

6. Imbalan (upah) haruslah berbentuk harta yang mempunyai nilai
yang jelas, baik dengan cara menginformasikan ciri-cirinya atau
menyaksikannya secara langsung. ¥’

Sewa menyewa dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang
ditentukan, apabila rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi maka akad
ljarah menjadi batal atau tidak sah.®®
C. Macam-Macam ljarah

Pembagian sewa menyewa biasanya dilakukan dengan memperhatikan

objek sewa menyewa tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, sewa menyewa

8Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13,(Beirut: Dar al-Fikri, 1983). h. 13

8Syamsul Anwar, Hukum Tentang Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad
Dalam Figh Muamalat, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007), h. 106



ada dua jenis vaitu sewa menyewa atas manfaat dan sewa menyewa atas
pekerjaan.?
1. Jjarah ala’ al-manafi{Sewa Menyewa Atas Menfaat)

Sewa menyewa atas manfaat, yaitu sewa menyewa yang objek
akadnya adalah manfaat. Barang yang boleh disewakan adalah barang-
barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah
untuk ditempati, wadahuntuk digunakan.Barang yang berada ditangan
penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri.

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang
bertanggung jawab adalah pemilik barang (mu jir) dengan syarat kecelakaan
tersebut dan bukan akibat dari kelalaian penyewa (mustajir) maka yang
bertanggung jawab atas kerusakan adalah penyewa itu sendiri.

2. Sewa Menyewa Atas Pekerjaan

Sewa menyewa atas pekerjaan yaitu sewa menyewa yang objek

akadnya adalah pekerjaan. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek

pembangunan. Pada dasarnya pemberian upah harus diberikan seketika itu

8Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, terjemahan, Abdul Hayyied dkk, h.
411.



juga, sebagai mana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga tetapi
sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau
mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya, tetapi jika
adanya perjanjian harus segera diberikan jika pekerjaan sudah selesai.

Selanjutnya Jiarah al-A’mal (upah mengupah) terbagi juga dalam dua
bentuk, yaitu:

a. lJjarahkhusus adalah Jiarah yang dilakukan oleh seorang pekerja.
Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan
orang yang telah memberinya upah.

b. Jjarah musytarik ialah Jjarah yang dilakukan secara bersama-sama.
Hukumnya, boleh bekerjasama dengan orang lain.*

D. Berakhirnya Ijarah
ljarah merupakan suatu akad yang lazim, vaitu suatu akad yang tidak
bolehada pembatalan pada salah satu pihak, baik orang yang menyewakan

barang ataupenyewa, kecuali ada sesuatu hal yang yang menyebabakan

“Qomarul huda, Figih Mu'amalah, (Yogyakarta, Teras, 2011), h. 86



ijarah itu batal. Para ulama figih menyatakan bahwa akad al-jarah akan
berakhir apabila:**

a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang
dijahit hilang, mobil yang dipakai tertabrak atau jatuh kejurang.

b. Tenggang waktu yang disepaki dalam akad jarah telah berakhir.
Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan
kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan adalah jasa
seseorang maka ia berhak menerima upahnya.

c. Wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad Al-jarah tidak
boleh diwariskan, sedangkan jumhur ulama, akad jarah tidak batal
dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat,
menurut mereka boleh diwariskan dan mengikat kedua belah pihak.

Menurut Sayid Sabiqg, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab

berikut: %

“IRachmat Syafe’i, Figih Muamalah, Toid, h. 133-134.

92Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13,(Beirut: Dar al-Fikri, 1983). h. 123



1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan

penyewa atau terlihat aib lama padanya.

2) Rusaknya barang yang disewakan,

3) Rusaknya barang yang diupahkan (majur ‘alaihi), seperti baju yang

diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi

sesudah rusaknya (barang).

4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya

pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang

mencegah fasakh.

E. Ijarah yang Fasid (rusak) menurut Mazhab Syafi’i

Sewa menyewakarena fasid adalah sewa menyewa yang tidak sesuai

dengan ketentuan syara’pada sifatnya.

Cara membedakan fasid dan batil dapat dilihat dari :

1. Apabila kerusakan berhubungan dengan, komoditi (barang)

berarti sewa menyewa batil contohnya objek sewa yang tidak ada



2. Apabila kerusakan berhubungan dengan harga berarti fasid . tidak
jelas atau tidak diketahui pemilik sewanya,sewa menyewa dengan
menggantungkan atas suatu syarat, dan tidak terlihat objeknya.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq sebuah akad sewa (/jarah)

dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:**

1) Kerelaan kedua pihak pelaku akad. Apabila salah satu pihak dipaksa
untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah.

2) Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah
terjadinya fitnah. Upaya dilakukan dengan melihat langsung barang
atau dengan penjelasan akan kriteria barang termasuk masa sewa,

3) Barang yang menjadi objek akad dapat diserahterimakan pada saat
akad, baik secara fisik atau definitive.

4) Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk
yang diharamkan.

Sayyid sabiq menjelaskan dalam bukunya Figh as-Sunnah sebagai

berikut:

BSayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13h. 34.
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Artinya: tidak fasakh (berakhir) jarah dengan meninggalnya salah satu antara
dua pihak (al-Agidain) beserta selamanya ma'qud Alaih (objek
ijjarah) maka ijarah beralih kepada ahli waris, baik ia dari pihak

mua jjir atau mustajir.

Syihabuddin ar-Ramli menjelaskan dalam bukunya Nihavah al-Muhtaj

ila Syarh al-Minhaj sebagai berikut:

Uge oy ol Fde adlS gag il Lod ot cppiBland Ugay g g B )lr ) it g
Shadiall g B g 4 199b pSadl disis Sl

Artinya: dan tidak fasakh (berakhir) ljarah dengan segala macamnya karena
meninggalnya para pihak (al-Agidain) atau salah satunya, sebab

akad ijarah adalah akad lazim seperti halnya jual beli, maka tetaplah

barang ijarah muktari (mustaji) dengan meninggalnya mukri
(muajin) atau ia mewarisinya (barang ijarah) untuk di sempurnakan

kemanfaatan dengannya.

Penjelasan kutipan di atas, maka jelas bahwa menurut jumhur ulama
ljarah tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan

akad Jjarah, akan tetapi ljarah akan beralih kepada ahli waris yang

“bid, h.210.

%Syihabuddin ar- Ramli, Nihavah al- Muhtaj ila Syarh al- Minhaj, Juz V (Beirut: Dar
al- Fikr al- Alamiyah, t.th.), h. 317.



meninggal.Selanjutnya [jarah berakhir dengan rusaknya barang yang disewa.

Artinya jika ljarah dibatasi dengan suatu target, maka akad ljarah tersebut

bisa berakhir dengan tercapainya target tersebut. Kalau masa yang

ditentukan atau target pekerjaan tertentu yang disepakati sudah berhasil

diselesaikan, maka secara otomatis akad ljarahnya pun berakhir.

Menyewakan jasa mini bus travel hukumnya sah. Disyaratkan untuk

menjelaskan secara jelas berapa upah sewanya, apakah dengan upah tenaga

atau tunai. Jika maksudnya untuk tunai, maka harus dijelaskan kapan dan

berapa ongkos sewa mini bus travel tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut

tidak dipenuhi, maka ljarah dinyatakan fasid (tidak sah). Tidak boleh juga

memperlambat pemberian upah.

Dengan demikian sewa menyewa itu hanyalah untuk mengambil

manfaatnya saja, dan sedangkan mobil dan sebagainya itu disiapkan untuk

diambil manfaatnya dengan memakainya. Manusia biasanya tidak berbeda

dalam hal meyewa mobil mini bus travel maka bentuk-bentuk pemanfaatan

itu sudah diketahui secara umum sehingga tidak memerlukan penyebutan

atau penentuan.



BAB III

LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KELURAHAN

PANYABUNGAN II KECAMATAN PANYABUNGAN

KABUPATEN MANDAILING NATAL

Pada bab ini akan diuraikan tentang objek penelitian dengan maksud

untuk menggambarkan objek penelitian secara global di mana objek yang

penulis amati adalah Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan

Panyabunga Il Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam memperoleh data tentang objek penelitian, peniliti mengadakan

wawancara secara langsung di lapangan untuk mengetahui kegiatan yang

dilaksanakan di Kelurahan Panyabungan II. Untuk lebih jelasnya data yang

diperoleh akan diuraikan sebagai berikut :

A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis

1. Letak Geografis

Secara Adminitrasi Kelurahan Panyabungan II adalah salah satu

Kelurahan yang terletak di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten

Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.



Kelurahan Panyabungan Il mempunyai dataran yang cukup luas dan
merupakan daerah strategis bila dibandingkan dengan kelurahan atau desa
lain, karena Kelurahan Panyabungan II bisa dikatakan terletak di wilayah
perkotaan di Kecamatan Panyabungan.Kelurahan Panyabungan II dikepalai
oleh Kepala Lurah yang bernama Bapak Ahmad Fauzi Lubis. Apabila dilihat
dari letak geografisnya, maka Kelurahan Panyabungan II ini terletak pada
posisi yang saling berhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya.
Letak Kelurahan Panyabungan Il memiliki batas-batas wilayah antara lain :'®

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Panyabungan III
2. Sebelah selatan berbatasan dengan KelurahanSipolu-Polu
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Panyabungan Julu

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Siantar

Berdasarkan dari data profil yang ada disebutkan bahwa luas wilayah
Kelurahan Panyabungan Il adalah 172,07 Ha, Kelurahan Panyabungan II

merupakan daerah strategis bila dibandingkan dengan daerah lainnya di

103K elurahan Panyabungan I, Monografi Profil Data Kelurahan Panyabungan I[I
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madailing Natal, 2016.



Kabupaten Mandailing Natal khususya di Kelurahan Panyabungan II,
dikatakan strategis karena dekat dengan pusat pemerintahan.

Menurut data profil kelurahan, Kelurahan Panyabungan II termasuk
kedalam wilayah perkotaan.Kelurahan Panyabungan II mempunyai iklim
daerah vyang diklasifikasikan sebagai daerah tropis. Suhu di Kelurahan
Panyabungan Il rata-rata 25.6 oC.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari kepala Lurah

Kelurahan Panyabungan I, menurut beliau bahwa di Kelurahan
Panyabungan II tersebut termasuk kepada kategori tanah yang subur.!*Dan

masyarakatnya yang memiliki jiawa pekerja keras dengan beraneka ragam
pekerjaan yang ada di Kelurahan Panyabungan Il Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun informasi yang dapat di paparkan dari keadaan Geografis

Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing

108K elurahan Panyabungan 1I, Monografi Profil Data Kelurahan Panyabungan I
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madailing Natal, 10 Agustus 2016.



Natal ialah pertama Penggunaan Tanah Kelurahan Panyabungan II seperti
pada tabel di bawah ini :'®

Tabel 1

Penggunaan Tanah di Kelurahan Panyabungan II

No Penggunaan Tanah Jumlah
1 Tanah Perumahan Penduduk 100 Ha
2 Tanah Rumah Sewaan Penduduk 40 Ha
3 Persawahan 20 Ha
4 Perkuburan 10 Ha
5 Lain-lain 2,07 Ha

Jumlah 172,07 Ha

Sumber : Data Monografi Kelurahan Panyabungan Il tahun 2016

Sebagian besar dari arealnya digunakan untuk mencari nafkah untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara perdagangan.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan wawancara penulis denga kepala Lurah Panyabungan Il

Jumlah penduduk di kelurahan Panyabungan II pada tahun 2016

berdasarkan hasil proyeksi BPS 2015 berjumlah sekitar 7.661 jiwa yang

terdiri dari 1.617 KK (kepala keluarga). Untuk mengetahui keadaan

105Bapak Ahmad Fauzi Lubis, Kepala Lurah Panyabungan Il, Wawancara langsung,
Panyabungan, 08 Desember 2019.



Kelurahan Panyabungan II dari segi demografisnya, maka dapat dilihat pada

uraian-uraian yang dijelaskan penulis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I1

Jumlah Penduduk Kelurahan Panyabungan II

No denis Kelamin Jumlah
1 Laki-Laki 3.759 jiwa
2 Perempuan 3.902 jiwa

Jumlah 7.661 jiwa

Sumber: Data Monografi Kelurahan Panyabungan II tahun 2016.

Berdasarkan data tahun 2016 mengenai keadaan demografis

Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing

Natal merupakan Kelurahan yang banyak penduduknya atau kepadatan

penduduk yang relatif tinggi. Hal ini karena di dalam wilayah pemukiman

seluas 172,07 Ha, dihuni oleh penduduk sejumlah 7.661 jiwa dan 1.617 KK.

B. Mata Pencaharian

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan

manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari, masyarakat Kelurahan

Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

dominan berprofesi sebagai perdagangan, maka dapat dilihat pada uraian-

uraian yang dijelaskan penulis dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel II1

Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Panyabungan II

No Mata Pencaharian Jumlah
1 Perdagangan 1.500 jiwa
2 PNS 100 jiwa
3 TNI/Polisi 30 jiwa
4 Wiraswasta 400 jiwa
5 Tani 300 jiwa
6 Pertukangan 100 jiwa
7 Karyawan 80 jiwa
8 Pensiunan 500 jiwa
9 Buruh 100 jiwa
10 Supir 150 jiwa

Jumlah 3.260 jiwa

Sumber: Data Monografi Kelurahan Panyabungan Il tahun 2016.

Masyarakat Kelurahan Panyabungan II salah satu cirinya adalah

kehidupan yang sangat bergantung dari perdagangan sebagai sumber

penghasilan utama. Data di atas menunjukkan mayoritas penduduk

Kelurahan Panyabungan II adalah sebagai pedagang.

C. Pendidikan dan Sarana Kesehatan

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi

kehidupan manusia di dunia ini. Sebab pendidikan adalah salah satu sarana

yang dapat memberikan masa depan yang cerah. Di samping itu, pendidikan

juga merupakan pendukung tercapainya suatu bangsa yang maju dan

berkembang. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya



manusia yang baik, sehingga jika sumber daya manusia suatu bangsa itu baik
tentu akan mudah untuk membawa pencerahan bagi bangsa itu sendiri.
Terlepas dari semua itu, untuk tercapainya pendidikan yang baik tentu sarana
pendidikan yang ada harus memadai. '

Adapun prasarana pendidikan yang ada di Kelurahan Panyabungan II
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV

Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Panyabungan II

No Sarana Pendidikan Jumlah
1 Taman Kanak-kanak 2 unit
2 MDA 2 unit
3 SD 2 unit
4 SLTP 1 unit
5 SLTA 1 unit
6 Perguruan Tinggi -

Jumlah 10 unit

Sumber: Data monografi Kelurahan Panyabungan II tahun 2016.

Menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga
memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang
diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat. Pendidikan juga

berguna untuk meningkatkan dan sumber daya manusia untuk menentukan

10K elurahan Panyabungan 1I, Monografi Profil Data Kelurahan Panyabungan I
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madailing Natal, 10 Agustus 2016.



maju mundurnya bangsa untuk menciptakan masyarakat yang berpartisipasi

dalam memajukan bangsa, terutama kemampuan dalam menjawab dan

mengatasi segala permasalahan yang datang, baik dari tingkat pribadi, tingkat

nasional maupun tingkat internasional.

Tabel V

Jumlah Siswa Sekolah di Kelurahan Panyabungan II

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Taman Kanak-kanak 200 jiwa
2 MDA 700 jiwa
3 SD 900 jiwa
4 SMP 400 jiwa
5 SMA 780 jiwa
6 Perguruan Tinggi 700 jiwa
Jumlah 3.680 jiwa

Sumber: Data monografi Kelurahan Panyabungan II tahun 2016.

Secara umum tingkat pendidikan di Kelurahan Panyabungan II hingga

sekarang sudah cukup memadai dan bisa dikatakan baik, karena di

Kelurahan Panyabungan II sarana pendidikan tersebut termasuk unggul dan

dipercaya masyarakat sebagai sekolah yang bagus baik SD, SMP dan SMA

2. Sarana Kesehatan

Tabel VI

Jumlah Sarana Kesehatan di Kelurahan Panyabungan II

No Sarana Kesehatan Jumlah

1 Rumah Sakit -




2 Puskesmas -

3 Posyandu 3 unit
4 Pustu -
Jumlah 3 unit

Sumber: Data monografi Kelurahan Panyabungan II tahun 2016.

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa di Kelurahan
Panyabungan II terdapat sarana kesehatan berupa posyandu yang berjumlah
tiga posyandu sebagai sarana untuk masyarakat untuk melakukan
pengobatan.

D. Agama dan Adat Istiadat

1. Agama

Bila ditinjau dari kehidupan masyarakat Kelurahan Panyabungan II,
masyarakatnya termasuk pemeluk agama Islam yang patuh dan taat
beragama. Pada saat sekarang terdapat 4 (empat) mesjid di Kelurahan
Panyabungan II. Yaitu mesjid Raya Panyabungan, Mesjid Istigomah, Mesjid
Baiturrahman, Mesjid Nasuha.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus mesjid yaitu Rahman
Nasution menurutnya keempat mesjid tersebut masing-masingnya aktif dalam
mengadakan sholat berjamaah lima waktu, dan diadakan acara keagamaaan

seperti mengaji al-Qur’an, sholat tarawih pada bulan puasa, pengajian umum



yang mencakup bapak-bapak, ibu-ibu, dan muda-mudi yang diadakan pada

malam senin, rabudengan membahas berbagai kajian seperti Al-Qur’an, fikih,

Akhlak, dan malam jumat pengajian rutinmuda-mudiselepas melaksanakan

solat magrib berjamaah guna untuk mendekatkan dan menanamkan al-

Quran dihati pemuda dan masyarakat., yang dilakukan di Kelurahan

Panyabungan [
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Tabel VII

Jumlah Penduduk Kelurahan Panyabungan Il Berdasarkan Agama

No Sarana Ibadah Jumlah
1 Islam 7.661 jiwa
2 Kristen -

3 Katolik -

4 Budha -

5 Hindu -
Jumlah 7.661 jiwa

Sumber : Data monografi Kelurahan Panyabungan II tahun 2016.

Tabel VIII

Sarana Ibadah di Kelurahan Panyabungan II

No Sarana Ibadah Jumlah
Masjid 4 unit
Musholla 3 unit
Wihara -

7Bapak Rahman Nasution,

Pengurus Mesjid di Kelurahan Panyabungan I

Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung, pada 09 Desember 2019.




Vihara -
5 Gereja -

Jumlah 7 unit

Sumber : Data monografi Kelurahan Panyabungan Il tahun 2016.

Seluruh masyarakat Kelurahan Panyabungan II menganut agama
Islam. Keberadaan masjid dan mushalla mempunyai arti penting sebagai
sarana untuk meningkatkan ketagwaan kepada Allah SWT. Untuk menunjang
pelaksanaan ritual keagamaan di Kelurahan Panyabungan II terbentuk
kegiatan keagamaan. Menurut peneliti bahwa keadaan keyakinan masyarakat
Kelurahan Panyabungan Il terhadap ajaran-ajaran agama yang dianutnya
adalah tergolong baik, dalam artian masih berpegang teguh dan
melaksanakan ajaran agamanya.

2. Adat Istiadat

Berdasarkan hasil wawancara dari Safaruddin Nasution salah seorang
tokoh adat dan hatobangon (ninik mamak) di Kelurahan Panyabungan II,
adat istiadat adalah suatu aturan dan kebiasaan masyarakat yang ada

disetiap wilayah tertentu.'®

1%Bapak Safaruddin Nasution, Pengurus Mesjid di Kelurahan Panvabungan II
Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung, pada 09 Desember 2019.



Demikian halnya dengan adat di Kelurahan Panyabungan II yang

secara adat istiadat masih memiliki kesamaan dengan daerah-daerah yang

ada diwilayah Mandailing. Menurutnya masyarakat Kelurahan Panyabungan

II masih menerapkan prinsip saling tolong menolong antar masyarakat, yaitu

apabila ada diantara masyarakat atau keluarga ada yang membutuhkan

bantuan maka masyarakat lain akan datang membantu.

Seperti dalam acara horja (pernikahan) masyarakat atau tetangga lain

akan datang membantu untuk terselenggaranya acara tersebut, dan juga

siluluton (kemalangan) dalam hal ini masyarakat Kelurahan Panyabungan

[Imasih melakukan adat yang disebuta maramalan yaitu membaca tahtim-

tahlil ke rumah ahli musibah yang tertimpa kemalangan tersebut selama tiga

hari berturut-turut selepas siangnya mayat dikuburkan, adat tradisi ini

menurut Kotan telah menjadi hal yang rutin dilakukan masyarakat

Panyabungan Il apabila ada salah satu masyarakatnya yang tertimpa

kemalangan.

Selain itu, mayarakat kelurahan Panyabungan II juga masih

melestaraikan adat yang biasa dilakukan oleh msyarakat Mandailing, karena

Kelurahan Panyabungan II ini terletak pada adat Mandailing. Upacara adat



yang saat ini masih dilakukan masyarakat Kelurahan Panyabungan II adalah

diantaranya upacara adat horjasiriaon (upacara adat perkawinan).

Tabel IX

Jumlah Penduduk Kelurahan Panyabungan Il Berdasarkan Suku

No Sarana Ibadah Jumlah
1 Mandailing 7. 480 jiwa
2 Batak Toba 31 jiwa
3 Jawa 100 jiwa
4 Minang 50 jiwa
5 Melayu -

Jumlah 7.661 jiwa

Sumber : Data statistik Kelurahan Panyabungan II tahun 2019.

Data di atas menggambarkan bahwa suku yang terbanyak di
Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal adalah suku Mandailing dengan jumlah 7.480 jiwa, sedangkan suku
lainnya adalah sedikit seperti suku batak, jawa, minang dan melayu serta
lainnya. Secara mayoritas dapat dipahami bahwa suku mandailing dan jawa

merupakan terbanyak di Kelurahan Panyabungan 1I.%°

1%Kelurahan Panyabungan II, Monografi Profil Data Kelurahan Panvabungan II
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madailing Natal, 10 Agustus 2016.



BAB IV

HUKUM PENAMBAHAN BIAYA TIKET MINI BUS TRAVEL PERSPEKTIF

MAZHAB SYAFI'l DI KELURAHANPANYABUNGAN Il KECAMATAN

PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Praktek penambahan biaya tiket pada mini bus travel yang terjadi di

Kelurahan Panyabungan II merupakan suatu perjanjian yang baru-baru

dilakukan. Pada bab ini penulis akan membahas Praktek penambahan biaya

tiket mini bus travel.

A.Praktek Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan

Panyabungan II

Manusia merupakan makhluk Allah SWT vyang telah banyak

dianugerahi berbagai macam kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk

Allah lainnya. Dalam menjalani hidupnya di dunia ini manusia senantiasa

bermasyarakat dan melakukan berbagai aktivitas dengan orang lain. Sebab

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa dengan sendirinya

tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, manusia pasti membutuhkan



orang lain dalam memenuhi apa yang ia butuhkan dan inginkan dalam
kehidupannya. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan manusia dalam
memenuhi kebutuhannya adalah transaksi ljarah (sewa menyewa). Transaksi
[jarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalat yang banyak
dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.®?

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ljarah dalam
Islam diperbolehkan dengan catatan bahwa pelaksanaan akad ljarah tersebut
harus tetap mengacu pada kaedah atau norma-norma hukum Islam.

Berkaitan dengan ljarah, terdapat suatu penomena di masyarakat, yakni
di Kelurahan Panyabungan II pada jasa mini bus travel yang melakukan
penambahan biaya kepada penumpang, dimana penambahan tersebut tidak
sesuai dengan perjanjian. Di mana karcis tiket tersebut tertuang biaya ongkos
sewa per orang adalah sebesar Rp. 170.000,- akan tetapi di pertengahan
perjalanan pihak travel memungut atau meminta penambahan ongkos
sebesar Rp. 10.000,- yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan lebih,

untuk biaya tol dan biaya supir ganti dan penambahan tersebut seakan-akan

%2Rahmat Syafe’i, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 124



menjadi kewajiban penumpang. Adapun Penelitian ini dilakukanoleh peneliti
terhadap beberapa responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini
adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang, yakni 5 (lima) orang dari pemilik jasa
mini bus travel, 6 (enam) orang supir mini bus travel, 9 (sembilan) orang
penumpang yang melakukan sewa-menyewa dengan jasa mini bus travel
tersebut. Adapun nama ke-20 (kedua puluh) responden yang penulis maksud
adalah sebagai berikut:

1. Bapak Benny Lubis (CV. Garuda Madina Jaya Travel),

2. Ibu Maharani Nasution (CV. Maharani Travel),

3. Bapak Rifa’i (CV. Mahesa Travel),

4. Bapak Afifuddin (CV. Zhafif Trans Travel),

5. Bapak Salohot Nasution (CV. Citra Nasional Travel),

6. Bapak Matondang (supir),

7. Bapak Amad Lubis (supir),

8. Bapak Ridwan (supir),

9. Bapak Korea (supir),

10. Bapak Bahri (supir),

11.Bapak Syukur (supir),



12.Saudara Tohiruddin Hasibuan (penumpang),

13. Saudari Khusnul Hotimah Nasution (penumpang),

14. Saudari Zubaidah Pulungan (penumpang),

15. Saudari Khadijah Nur Hasibuan (penumpang),

16. Saudari Toibah Hasibuan (penumpang),

17.Saudari Lia Mukhliza Lubis (penumpang),

18. Saudari Abridah (penumpang),

19. Saudari Ainun Fadhilah Nasution (penumpang), dan

20.Saudara M. [lham Nasution (penumpang).

Berdasarkan wawancara dengan para pemilik travel, Bapak Benny

Lubis, bahwa pemberlakukan penambahan biaya dari harga tiket tersebut

adalah pembayaran uang tol dan upah untuk supir ganti, dengan adanya

penambahan biaya dari harga tiket tersebut memang ada beberapa

penumpang komplain, kesepakatan antara travel dengan pihak penumpang

atas penambahan biaya dari harga tiket tersebut memang tidak ada, bahkan

dalam tiket kami membuat harga sesuai ongkos vaitu Rp. 170.000,-



pihakyang merasa diberatkan memang para penumpang, akan tetapi karena
perjalan dari tol agar sampai lebih cepat dan waktunya pun efisien.®

Menurut Bapak Salohot Nasution, bahwa pemberlakukan
penambahan biaya dari harga tiket tersebut adalah pembayaran uang tol,
ada beberapa penumpang yang hanya pasrah saja karena penambahan
ongkos tersebut dipungut ditengah perjalanan, kesepakatan untuk
ongkosantara travel dengan pihak penumpang tidak ada, dan para
penumpang dalam hal ini memang diberatkan atas penambahan ongkos
tersebut.

Menurut Bapak Rifai, bahwa pemberlakukan penambahan biaya dari
harga tiket tersebut adalah pembayaran uang bensin dan peralatan lainnya
karena semakin mahalnya bahan-bahan keperluan mobil tersebut, dengan
adanya penambahan biaya dari harga tiket tersebut ada beberapa

penumpang yang kecewa atas hal itu, untuk kesepakatan antara travel

dengan pihak penumpang memang tidak ada penambahan diawal hanya

%Bapak Benny Lubis, Pemilik Travel di Kelurahan Panvabungan Il Kecamatan
Panyabungan, wawancara langsung, pada 10 Desember 2019.

%Bapak Salohot Nasution, Pemilik Travel di Kelurahan Panyabungan [l Kecamatan
Panyabungan, wawancara langsung, pada 10 Desember 2019.



meminta ongkos yaitu Rp. 170.000,- pihak yang merasa diberatkan memang
para penumpang.®

Menurut Ibu Maharani, bahwa pemberlakukan penambahan biaya
dari harga tiket tersebut adalah pembayaran uang tol dan upah untuk supir
ganti, dengan adanya penambahan biaya dari harga tiket tersebut beberapa
penumpang kecewa atas pungutan tambahan biaya tersebut, kesepakatan
antara travel dengan pihak penumpang atas penambahan biaya dari harga
tiket tersebut memang tidak ada, pihak yang merasa diberatkan memang
para penumpang.®®

Menurut Bapak Afifuddin, bahwa pemberlakukan penambahan biaya
dari harga tiket tersebut adalah pembayaran uang tol, dengan adanya
penambahan biaya dari harga tiket tersebut para penumpang banyak yang
merasa dirugikan dan kecewa, kesepakatan antara travel dengan pihak
penumpang atas penambahan biaya dari harga tiket tersebut ada kami

memberikan dua cara yaitu ditulis di karcis dengan harga sesuai ongkos dan

Bapak Rifai, Pemilik Travel di Kelurahan Panvabungan Il Kecamatan Panyabungan,
wawancara langsung, pada 10 Desember 2019.

®lbu Maharani, Pemilik Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan
Panyabungan, wawancara langsung, pada 11 Desember 2019.



kami minta di tengah jalan, pihak yang merasa diberatkan memang para
penumpang, akan tetapi karena perjalan dari tol agar sampai lebih cepat.®’
Selanjutnya wawancara dengan para supir mini bus travel, Menurut
Bapak Matondang, akad al-Jjarah adalah akad sewa menyewa yaitu dimana
pihak travel adalah penyedia jasa dan penumpang adalah pihak penyewa
jasa yang mana pihak penyewa memberikan imbalan sesuai dengan
perjanjian diawal yang telah disepakati bersama, akad al-Jarah yang
diperbolehkan dalam Islam adalah akad yang tidak mengandung unsur
penipuan, riba atau tambahan, akad al-fjarah yang memiliki tambahan biaya
terhadap jasa yang digunakan adalah tidak boleh kalau tidak ada perjanjian
diawal oleh kedua belah pihak, penambahan biaya yang dilakukan para
pihak supir mini bus travel di Kelurahan Panyabungan I memang pihak
travel yang melaksanakannya untuk tambahan biaya masuk tol dan lainnya.®®

Menurut Bapak Amad Lubis, akad al-fjarah adalah akad sewa

menyewa vaitu penyedia jasa menyewakan jasa travel kepada pihak

Bapak Afifuddin, Pemilik Travel di Kelurahan Panvabungan II Kecamatan
Panyabungan, wawancara langsung, pada 11 Desember 2019.

®Bapak Matondang, Supir Travel di Kelurahan Panvabungan II Kecamatan
Panyabungan, wawancara langsung, pada 12 Desember 2019.



penyewa vaitu penumpang dengan memberikan imbalan sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati bersama, akad a/-fjarah yang diperbolehkan
dalam Islam adalah akad yang tidak melanggar aturan hukum islam, akad a/
ljarah yang memiliki tambahan biaya terhadap jasa tidak boleh kalau tidak
ada perjanjian oleh kedua belah pihak, penambahan biaya yang dilakukan
jasa mini bus travel di Kelurahan Panyabungan I memang terjadi untuk
tambahan biaya masuk tol.*

Menurut Bapak Ridwan, akad al-fjarah adalah akad sewa menyewa
antara penyedia jasa dan penyewa dengan memberikan imbalan sesuai
kesepakatan, akad al-ljarah yang diperbolehkan adalah yang sesuai dengan
syariat islam, akad al-jjarah yang memiliki tambahan biaya tidak boleh kalau
sesuai perjanjian, penambahan biaya yang dilakukan jasa mini bus travel di
kelurahan Panyabungan II memang dilaksanakandengan alasan untuk uang

masuk tol tanpa ada pemberitahuan kepada penumpang.”

“Bapak Amat Lubis, Supir Travel di Kelurahan Panvabungan [I Kecamatan
Panyabungan, wawancara langsung, pada 12 Desember 2019.

Bapak Ridwan, Supir Travel di Kelurahan Panyabungan Il Kecamatan Panyabungan,
wawancara langsung, pada 12 Desember 2019.



Menurut Bapak Korea, akad al-liarah adalah akad antara travel
dengan penumpang, ongkos sesuai dengan kesepakatan, akad a/-jjarah yang
diperbolehkan dalam Islam adalah akad yang tidak mengandung unsur riba
atau tambahan, akad a/-/jarah yang memiliki tambahan biaya terhadap jasa
yang digunakan adalah tidak boleh dilaksanakan kalau tidak ada perjanjian
diawal oleh kedua belah pihak, penambahan biaya yang dilakukan jasa mini
bus travel di kelurahan Panyabungan Il memang benar dilakukan oleh pihak
travel dengan alasan untuk biaya masuk tol dan lainnya.”

Menurut Bapak Bahri, akad al-fjarah adalah akad antara travel dan
penumpang dengan memberikan imbalan sesuai dengan perjanjian, akad a/-
ljarah yang diperbolehkan harus sesuai dengan syariat, akad Jjarahyang
memiliki tambahantidak boleh dilaksanakan karena tidak sesuai dengan
hukum Islam, penambahan biaya yang dilakukan jasa mini bus travel di
kelurahan Panyabungan Il memang terjadi dengan alasan untuk biaya masuk

tol.”

"Bapak Korea, Supir Travel di Kelurahan Panvabungan Il Kecamatan Panyabungan,
wawancara langsung, pada 12 Desember 2019.

"2Bapak Bahri, Supir Travel di Kelurahan Panyabungan Il Kecamatan Panyabungan,
wawancara langsung, pada 12 Desember 2019.



Menurut Bapak Syukur, akad al-/jarah adalah akad sewa-menyewa
antara penyedia jasa dan penumpang di mana pihak penyewa memberikan
imbalan sesuai dengan kesepakatan, akad al-Jarah yang diperbolehkan
dalam Islam adalah akad yang tidak mengandung unsur penipuan, akad a/-
Jjarah yang memiliki tambahan biaya terhadap jasa yang digunakan adalah
tidak boleh dilaksanakan kalau ada yang dirugikan, penambahan biaya yang
dilakukan jasa mini bus travel di kelurahan Panyabungan I memang ada
dimana pihak travel memungut biaya tambahan untu biaya masuk tol.”

Dalam pelaksaannya bahwa Praktik Penambahan Biaya dari Harga
Tiket Pada Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II terjadi ketika di
pertengahan perjalanan dimana pihak supir dengan arahan pihak travel
memungut kepada penumpang dengan meminta sebesar Rp.10.000,- dengan
alasan untuk biaya masuk tol dan upah supir ganti.

Penambahan biaya sewa dilaksanakan setelah ditengah perjalanan
dan merupakan kebiasaan jasa mini bus tersebut, mereka hanya berpikir

bahwa dengan melakukan hal tersebut akan mendapatkan keuntungan.

Bapak Syukur, Supir Travel di Kelurahan Panyabungan Il Kecamatan Panyabungan,
wawancara langsung, pada 12 Desember 2019.



Padahal pada dasarnya sewa menyewa yang seperti mereka lakukan

tersebut tidak diperbolehkan Mazhab syafi'i karena di dalam sewa menyewa

jasa mini bus travel terdapat unsur gharar, pemaksaan terhadap penumpang

serta melanggar perjanjian sewa yang telah dilakukan diawal dan merugikan

salah satu pihaksehingga menjadi fasid (rusak) akan sewa menyewanya.

Tetapi, Jasa mini bus travel dan penumpang di Kelurahan

Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tidak

mengetahui hal tersebut. Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa penambahan

biaya tiket tersebut tidak diperbolehkan dan mendatangkan kezoliman serta

merugikan pihak lain.

B. Pandangan Pengguna Jasa terhadap Hukum Penambahan Biaya

Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II

Mini Bus Travel secara fungsional masih tetap dibutuhkan, dalam

kehidupan sosial sehingga masyarakat tetap memiliki kepercayaan untuk

melakukan sewa menyewa dengan jasa mini bus travel tersebut, karena

sangat dibutuhkan untuk berpergian ke luar kota maupun luar daerah dengan

perjalanan yang cepat dan memudahkan para masyarakat untuk berpergian.



Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan sesuatu
disebut mu Jir, pihak yang menyewa disebut musta jir,berdasarkan penelitian
yvang dilakukan oleh penulis, bahwa yang menjadi subyek (pelaku) adalah
pemilik jasa mini bus travel, supir dan penyewa, dalam figh muamalah syarat
kedua belah pihak yang melakukan akad, adalah:™

1. Keduanya baligh dan berakal sehat, dalam artian jika salah seorang
yang berakad itu gila atau anak kecil, maka akad tersebut menjadi
tidak sah.

2. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa,
maksudnya apabila di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat
unsur keterpaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.Ketentuan ini

sejalan dengan bunyi surat an-Nisa ayat 29:

| ’La(._c_w(.ﬁ ,Leiiv |Q.\I|L@3L,

@l
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

"Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1987), cet. 5. h. 15.



dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan bahwa
kedua pihak yang berakad dalam praktik sewa menyewa pada jasa mini bus
travel dengan penambahan biaya dari harga tiket adalah tidak sesuai dengan
ketentuan yang ada dalam syariat Islam, karena kedua belah pihak tersebut
melanggar persyaratan yang sesuai dengan hukum Islam tentang sewa
menyewa dan mendatangkan rusaknya akad sewa yang telah diperjanjikan.

Dalam hal obyek sewa pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa
dalam praktik sewa menyewa mini bus travel dengan penambahan biaya dari
harga tiket di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal yang menjadi obyek sewa adalah mini bus
travel.

Berdasarkan wawancara kepada Saudara Tohiruddin Hasibuan,
Saudari Khusnul Hotimah Nasution, Saudari Zubaidah Pulungan, Saudari
Khadijah Nur Hasibuan, Saudari Toibah Hasibuan, Saudari Lia Mukhliza
Lubis, Saudari Abridah dan Saudara Saudara M. Ilham Nasution selaku

pengguna jasa mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II.



Berdasarkan wawancara dengan para pengguna jasa mini bus travel
Saudara Tohiruddin Hasibuan menjelaskan bahwa penambahan biaya yang
dipungut ditengah perjalanan adalah tidak baik karena adanya penipuan oleh
pihak travel yang mengatakan bahwa ongkos (tarif) sesuai dengan karcis yang
telah diberikan, pada kenyataannya tidaklah demikian, sehingga hukum
penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel
haram dan akad sewa menyewanya rusak karena salah satu rukun dan
syaratnya tidak terpenuhi yaitu adanya pengingkaran perjanjian atas sewa
travel tersebut, pihak mini bus travel memberlakukan penambahan biaya dari
harga tiket tersebut di tengah perjalanan dan ketika masuk tol, dengan
kejadian itu Saudara Tohiruddin sangat merasa keberatan karena haknya
tidak ditepati dan merasa dirugikan.”

Menurut Saudari Ainun Fadhilah Nasution penumpang mini bus travel
menjelaskan bahwa penambahan biaya yang dipungut ditengah perjalanan
adalah kurang baik karena diawal sebelum menaiki mini bus travel sudah
ditentukan biayanya dan itulah perjanjian yang dibuat, hukum penambahan

biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel dilarang

®Saudara Mhd. Tohiruddin Hasibuan, Penumpang Travel di Kelurahan Panvabungan
Il Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung, pada 13 Desember 2019.



dalam agama Islam karena adanya pemaksanaan dan mengakibatkan
batalnya akad sewa, pihak mini bus travel memberlakukan penambahan
biaya dari harga tiket tersebut di tengah perjalanan, dengan kejadian itu
Saudari Ainun Fadhilah Nasution sangat merasa keberatan karena merasa
ketipu dan sangat dirugikan akibat penambahan biaya tersebut.”

Menurut Saudari Khusnul Hotimah Nasution, menjelaskan bahwa
penambahan biaya yang dipungut ditengah perjalanan adalah tidak wajar
karena memberatkan para penumpang apalagi uang yang dibawa hanyalah
pas-pasan, hukum penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh
pihak mini bus travel tidak diperbolehkan dalam Islam karena adanya
paksaan didalamnya, pihak mini bus travel memberlakukan penambahan
biaya dari harga tiket tersebut di tengah perjalanan ketika masuk tol, dengan
kejadian itu Saudari Khusnul Hotimah Nasution merasa keberatan karena
tidak ada perjanjian di awal dengan pihak travel.””Menurut Saudari Zubaidah

Pulungan, menjelaskan bahwa penambahan biaya yang dipungut ditengah

"Saudari Ainun Fadilah Nasution, Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II
Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung, pada 13 Desember 2019.

""Saudari Khusnul Hotimah Nasution, Penumpang Travel di Kelurahan Panvabungan
Il Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung, pada 13 Desember 2019.



perjalanan adalah tidak baik karena terdapat penipuan oleh pihak travel yang
mengatakan bahwa ongkos (tarif) sesuai dengan karcis yang telah diberikan,
hukum penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini
bus travel adaknya fasid atau rusak, pihak mini bus travel memberlakukan
penambahan biaya dari harga tiket tersebut di tengah perjalanan ketika
masuk tol, dengan kejadian itu Saudari Zubaidah Pulungan sangat merasa
keberatan karena merasa dirugikan atas kejadian tersebut.”®

Menurut Saudari Khadijah Nur Hasibuan, menjelaskan bahwa
penambahan biaya yang dipungut ditengah perjalanan adalah kurang baik
dan tidak wajar, hukum penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan
oleh pihak mini bus travel adalah haram dan akad sewa menyewanya rusak
karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi yaitu biaya ongkos yang tidak
sesuai perjanjian, pihak mini bus travel memberlakukan penambahan biaya
dari harga tiket tersebut di tengah perjalanan ketika masuk tol, dengan
kejadian itu Saudari Khadijah Nur Hasibuan keberatan karena merasa

rugiatas kejadian itu.”

®Saudari Zubaidah Pulungan, Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II
Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung, pada 13 Desember 2019.



Menurut Saudari Toibah Hasibuan, menjelaskan bahwa penambahan
biaya yang dipungut ditengah perjalanan tidak baik dilakukan karena diawal
sudah disepakati biaya sewa sesuai dengan perjanjian, hukum penambahan
biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel boleh apabila
ada kesepakatan antara kedua belah pihak, pemberlakukan penambahan
biaya dari harga tiket dilaksanakan di tengah perjalanan ketika masuk tol,
dengan kejadian itu Saudari Toibah Hasibuan sangat merasa keberatan dan
dirugikan.®

Menurut Saudari Lia Mukhliza Lubis, menjelaskan bahwa
penambahan biaya yang dipungut ditengah perjalanan adalah tidak baik dan
tidak wajar dilakukan, hukum penambahan biaya dari harga tiket yang
dilakukan oleh pihak mini bus travel akadnya rusak karena salah satu rukun
dan syaratnya tidak terpenuhi, pihak mini bus travel memberlakukan

penambahan biaya dari harga tiket tersebut di tengah perjalanan, dengan

Saudari Khadijah Nur Hasibuan, Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan Il
Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung, pada 13 Desember 2019.

80Gaudari Toibah Hasibuan, Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II
Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung, pada 14 Desember 2019.



kejadian itu Saudari Lia Mukhliza Lubis merasa keberatan karena dirugikan
oleh pihak travel.®!

Menurut Saudari Abridah , menjelaskan bahwa penambahan biaya
yang dipungut ditengah perjalanan tidaklah baik dilaksanakan, hukum
penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel
tidak boleh karena adanya pemaksanaan sehingga tidak sesuai dengan
hukum Islam, pihak mini bus travel memberlakukan penambahan biaya dari
harga tiket tersebut ketika masuk tol, dengan kejadian itu Saudari Abridah
merasa keberatan karena haknya tidak ditepati dan merasa dirugikan.®

Saudara Saudara M. Ilham Nasution, menjelaskan bahwa
penambahan biaya yang dipungut ditengah perjalanan adalah tidak baik
karena adanya penipuan oleh pihak travel yang mengatakan bahwa ongkos
(tarif) sesuai dengan karcis yang telah diberikan, pada kenyataannya tidaklah

demikian, hukum penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh

pihak mini bus travel haram karena salah satu rukun dan syaratnya tidak

81Saudari Lia Mukhliza Lubis, Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II
Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung, pada 14 Desember 2019.

82Saudari Abridah, Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan I Kecamatan
Panyabungan, wawancara langsung, pada 14 Desember 2019.



terpenuhi yaitu adanya pengingkaran perjanjian atas sewa travel tersebut,
pihak mini bus travel memberlakukan penambahan biaya dari harga tiket
tersebut di tengah perjalanan ketika masuk tol, dengan kejadian itu Saudara
M. Ilham Nasution sangat merasa keberatan karena dirugikan akan
penambahan biaya tersebut.®

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan di atas oleh para
responden, maka diketahui bahwa transaksi sewa menyewa pada jasa mini
bus travel atas penambahan biaya dari harga tiket di Kelurahan Panyabungan
II Kecamatan Panyabungan mengakibatkan munculnya kezhaliman dan
kerugian terhadap para penumpang.

Dan masyarakat tidak megetahui hukum yang terkadung dalam
transaksi sewa menyewa jasa mini bus travel atas penambahan biaya dari
harga tiket menurut perspektif Mazhab Syafi’i walaupun masyarakat di

Kelurahan Panyabungan Il pada umumnya Mazhab Syafi’i.

8Saudara M. Ilham Nasution, Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II
Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung, pada 14 Desember 2019.



C. Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan
Panyabungan II Perspektif Mazhab Syafi’i

ljarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Salah satu syarat
ljarah yaitu upah dan manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui,
sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang
menjadi objek yang tidak jelas, maka akadnya tidak sah.®* Menyewa
kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya, harus dijelaskan upah
dan waktu pembyarannya sehingga tidak ada perselisihan antara kedua belah
pihak.Syarat sahnya Ijarah yaitu upah harus diketahui dan tidak boleh
melakukan penambahan dari biaya sewa. Tujuannya vyaitu agar tidak
terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Apabila upah tidak jelas maka akadnya tidak sah. Mazhab Syafi’i
memberikan ketentuan bahwa dalam Jarah tidak diperbolehkan untuk
meminta penambahan biaya tanpa ada kesepakatan antara kedua belah

pihak. %

8Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 332

8Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, h. 322.



Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya A/~ Figh al- Islami wa
Adillatuhu -
86”1”&3”2\’“.}!‘3&5&”5&@5»}1”;;@5%“&5&

Artinya : akad atas suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan

boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu
Dalam kitab Figh al-Islami Wa Adillatuh tulisan Wahbah Az-Zuhaili
menjelaskan bahwa tidak boleh mengambil barang yang yang disewakan

dengan sengaja:

BLAI Yy B ot dY Olawdl Bl end b (D ot sliasl dniiall B 058G Vi
Tiged of Lgdgeo Y
Artinya: disyaratkan juga dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil
barang dengan sengaja, sehingga tidak sah menyewakan kebun
untuk diambil buahnya atau kambing untuk diambil bulu atau

susunya.

8Wahbah az- Zuhaili, A- Figh al- Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar altFikr, 1997),
h.732.

8Wahbah Az-Zuhaili, al-Figh al-Islami Wa Adillatuh, Juz V h. 3834.



Kenyataan yang terjadi di mini bus travel di Kelurahan Panyabungan

I antara travel dengan penumpang tersebut tidak sesuai syarat sewa

menyewanya yaitu harus jelas upah dan waktu pembayaran upahnya.

Oleh sebab itu pelaksanaan akad jarah terhadap penambahan biaya

dari harga tiket pada jasa mini bus travel di Kelurahan Panyabungan Il sudah

menyalahi konsep jarah yang sebenarnya menurut Madzhab Syafi’i karena

adanya unsur pemaksaan atas penambahan biaya yang dilakukan para pihak

supir terhadap penumpang, karena perbuatan tersebut dilarang dan

merugikan para penumpang.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis

akan menganalisis hukum penambahan biaya tiket menurut perspektif

Mazhab Svafi’i terhadap transaksi sewa menyewa mini bus travel untuk

berpergian ke luar daerah vyang dilakukan masyarakat Kelurahan

Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

sebagai berikut:

Pertama, pada dasarnya hukum ijarah itu dibolehkan kecuali ada dalil

yang melarangnya dan tidak bertentang dengan hukum Islam, dimana dari



masa kemasa banyak sistem sewa menyewa yang pada zaman Rasulullah

tidak ada pada zaman sekarang dengan berkembangnya zaman menjadi

berbeda. Hal ini juga menjadi acuan bagi para Ulama untuk berijtihad dalam

bentuk [jma’ yaitu kesepakatan para Ulama agar masyarakat tidak menjadi

manusia yang kufur akan nikmat Allah. Dengan menjadikan jjarah tersebut

menjadi keuntungan sendiri tanpa memikirkan mudharatnya terhadap orang

lain dan disekitarnya. Melihat alasan-alasan pihak mini bus travel, supir

melakukan penambahan biaya tiket mini bus, cukup memperhatikan dimana

penulis melihat masyarakat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mau melakukan apa saja yang

bertentangan dengan agama Islam hanya memperoleh kekayaan semata, jika

dikaji secara mendalam lagi para penumpang sangat dirugikan yang mana

alasan masyarakat mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi tradisi (uruf)

yang mempunyai arti sesuatu yang telah menjadi hal umum dalam

masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik berupa perkataan, perbuatan

maupun meninggalkan satu perbuatan.

Kemudian penulis melihat mini bus travel memang lebih banyak

melakukan penambahan biaya tiket tersebut, mungkin disinilah yang mejadi



acuan mini bus travel untuk melakukan penambahan biaya tiket mini bus,
karena mau tidak mau penumpang itu pasti akan memberikan tambahannya.
Dan disini penulis melihat dari hasil wawancara, pihak mini bus, supir
melakukan penyimpangan dari ajaran agama Islam. Penyimpangan disini
telah dijelaskan di atas penumpang yang melakukan sewa menyewa terhadap
mini bus travel dipaksa untuk memberikan tambahan biaya untuk keperluan
pembayaran tol, supir raun dan biaya lainnya yang diminta di pertengahan
jalan dan dipemberhentikan. Ini benar-benar diluar dari ajaran Islam,
bukankah sewa menyewa (jarah) adalah salah satu bagian dari jual beli yang
berarti tolong menolong antar sesama manusia. Tetapi penulis melihat pada
kasus di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal pada bagian sewa menyewa bukanlah tolong menolong
tetapi ini bagian dari perbuatan zhalim, penipuan (gharar). Sebagaimana
Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 29:
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kedua, penulis menganalisis bahwa praktek diKelurahan Panyabungan
[I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan
sikapdan praktek yang tidak berkomitmen secara jujur dan benar. Hal
inidisebabkan secara mayoritas masyarakat Kelurahan Panyabungan II
beragama Islam. Oleh karena itu dapat dipastikan praktek yang terjadi di
Kelurahan Panyabungan Il menunjukkan sifat tidak konsisten terhadap ajaran
Islam.

Ketiga, penulis menganalisa bahwa pada dasarnya pendapat Mazhab
Syafi’i tersebut diatas untuk mengatisipasi supaya tidak terjadi ketimpangan,
terkhusus kepada penumpang sehingga tidak dirugikan. Maka si pemilik mini
bus travel dan si supir haruslah melakukan pengumuman, pemberitahuan
dan sosialisasi terhadap para penumpang agar tidak terjadi perselisihan
dikemudian hari.

Penulis menganalisis bahwa pandangan masyarakat di Kelurahan

Panyabungan II menunjukkan ketidak pahaman masyarakat terhadap



pendapat Mazhab Syafi’i sehingga melalui penelitian ini diharapkan kepada
semua lapisan masyarakat harus segera mempelajari konsep Jjarah yang
sesuai dengan hukum Islam seperti yang ditetapkan Mazhab Syafi’i, oleh
karena itu semua praktek masyarakat harus diluruskan guna kearah yang baik
sesuai dengan hukum Islam.

Maka dari semua uraian diatas menurut penulis sewa menyewa mini
bus travel itu boleh saja karna hukum asalnya menyatakan bahwa setiap
akad muamalah pada dasarnya di bolehkan, tidak akad yang dilarang kecuali
yvang dilarang secara syar’l karena factor ketidak jelasan, penipuan, dan
penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan
akad-akad vyang jelas selamat dari itu semua maka syariat tetap
membolehkannya dan tidak melarangnya sedikit pun.

Sebagaimana kaidah fighliyah:

i LYl LaYlaloY)

Artinya “ Pada dasarnya segala sesuatu adalah dibolehkan:”

Sewa menyewa mini bus travel dengan penambahan biaya, itu tidak
boleh. Karena adanya paksaan untuk membayar tambahannya sehingga

merugikan pihak penumpang, seperti halnya pendapat Mazhab Syafi'i. Sewa



menyewa mini bus travel dengan cara memberitahukan tambahan biaya

dengan jelas dan jujur itu lebih menempati konsep keadilan menurut Islam.

Karena masing-masing pihak saling tolong menolong dan harus dengan kadar

yang disetujui bersama.

Maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan

penambahan biaya tiket mini bus di Kelurahan Panyabungan Il Kecamatan

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dikatakan rusak (fasid)dan

adanya unusr penipuan (gharar) karena pemilik travel dan supir melakukan

pemaksaan terhadap penumpang untuk membayar tambahan biaya tiket

tanpa adanya pemberitahuan diawal dengan hal tersebut penumpang sangat

dirugikan dan ditipu oleh pihak mini bus travel.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan diatas,

maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan

yang telah dikemukakan di bagian awal Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut:

1. Praktek penambahan biaya tiket mini bus travel di Kelurahan

Panyabungan II sudah menjadi kebiasaan para jasa travel dimana

mereka melakukan penambahan biaya sebesar Rp.10.000.- / orang

yang diminta di tengah perjalanan, untuk biaya tol dan biaya supir raun

yang bukan tanggung jawab para penumpang. Penambahan biaya ini

tidak ada pemberitahuan diawal oleh pihak mini bus, dengan demikian

para penumpang terpaksa untuk membayarnya karena pihak mini bus

travel memaksa supaya biaya tersebut dibayarkan.

2. Pandangan pengguna jasa mini bus travel terhadap praktik

penambahan biaya tiket mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal beberapa dari

para penumpang sangat merasa keberatan dan dirugikan, karena tidak



adanya perjanjian diawal antara penumpang dan pemilik travel atas

penambahan biaya ongkos tersebut. dengan hal itu pengguna jasa mini

bus travel merasa kecewa karena adanya penipuan yang dilakukan

pihak mini bus travel tersebut.

. Hukum penambahan biaya tiket pada mini bus travel di Kelurahan

Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

tidak sesuai jika ditinjau menurut pendapat mazhab Syafi’i karena

adanya unsur pemaksaan dan penipuan (gharar), sehingga mengalami

kerusakan pada zatnya. Adanya pemaksaan agar pembayaran upah

atas penambahan harga tiket yang ditimbulkan oleh pihak jasa mini

bus travel secara sengaja sehingga hal tersebut mengakibatkan rusaknya

(fasid) akadljarah, karena syarat sahnya Jjarah harus ada kerelaan

kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa,

harga harus jelas dan diketahui oleh para pihak, sehingga para

penumpang tidakdirguikan dan diberatkan atas penambahan biaya

tersebut.



B. Saran

Dalam hasil temuan dalam penelitian ini maka penulis

mengemukakanbeberapa saran :

1. Kepada seluruh tokoh agama agar memberikan arahan dan

pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana konsep sewa

menyewa sesuai dengan Hukum Islam. Agar kebiasaan yang selama ini

yang tidak sesuai dengan hukum Islam tidak dilakukan lagi.

2. Kepada seluruh pihak mini bus travel, penumpang dan supir di

Kelurahan Panyabungan II harus mengetahui dan mendalami

bagaimana konsep Jjarah yang sesuai dengan hukum Islam. Agar

kebiasaan yang selama ini yang tidak sesuai dengan hukum Islam tidak

dilakukan lagi.

3. Kepada seluruh pihak mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II agar

menghentikan kebiasaan melakukan penambahan biaya tiket terhadap

masyarakat agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
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LAMPIRAN

DRAF WAWANCARA

Adapun pihak yang Penulis Wawancarai adalah :
1. Pihak Perusahaan

a.

a.

Apa alasan Bapak memberlakukan penambahan biaya dari harga tiket

tersebut ?

. Sejauah Bapak ketahui, bagaimana pendapat penumpang dengan

adanya penambahan biaya dari harga tiket tersebut?

. Apakah ada kesepakatan antara Bapak dengan pihak penumpang

tentang penambahan biaya dari harga tiket tersebut ?

. Pihak manakah yang menurut Bapak merasa keberatan dengan

penambahan biaya dari harga tiket tersebut ?

. Pihak Supir
. Apakah Bapak mengetahui apa yang dimaksud dengan akad al/-fjarah ?
. Apakah Bapak mengetahuiakad al-jjarah yang diperbolehkan dalam

[slam ?

. Bagaimana pandangan Bapak terhadap akad al-jjarah yang memiliki

tambahan biaya terhadap jasa yang digunakan ?

. Apakah Bapak mengetahui tentang penambahan biaya yang dilakukan

jasa mini bus travel di kelurahan Panyabungan II ?

. Pihak Penumpang

Bagaimana pendapat Saudara/i tentang penambahan biaya yang

dipungut ditengah perjalanan ?

. Bagaiaman pendapat Saudara/i tentang hukum penambahan biaya dari

harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel ? dan berikan

alasannya !

. Kapan mulainya pihak mini bus travel memberlakukan penambahan

biaya dari harga tiket tersebut ?

. Dengan adanya penambahan biaya dari harga tiket seperti demikian,

apakah saudara/i merasa keberatan?



Nama dan Lokasi Penyedia Jasa Mini Bus Travel di
Kelurahan Panyabungan II

1. Wawancara dengan Pemilik CV. GARUDA MADINA JAYA
beralamat di J1. Willem Iskandar Panyabungan II
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3. Lokasi Loket Zhafif Travel & Trans di Jalan Willem Iskandar
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4. Lokasi CV. Citra Nasional beralamat di JI. Willem Iskandar
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5. Lokasi Loket Maharani beralamat di J1. Willem Iskandar
Panyabungan II
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7. Wawancara dengan Para Penumpang
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